BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1618, 2017 KEMENKEU. Dana Iuran JKK dan Jaminan
Kematian bagi TNI, Polri dan Pegawai ASN.
Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 163/PMK.02/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 252 /PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL

INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penyediaan,
pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja dan iuran Jaminan Kematian bagi Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 tentang Tata Cara
Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana
[uran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan
Kematian bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai
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Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. bahwa untuk tertib, efektivitas, dan efisiensi penganggaran
terkait biaya pemakaman bagi Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, perlu melakukan perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 tentang Tata
Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban
Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan
Kematian bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 tentang Tata
Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban
Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan
Kematian bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian

Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 tentang
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban
Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan
Kematian bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2006);



